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Abstrak

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri individu sejak lahir dan
merupakan hak kodrati ini merupakan hak yang bersifat universal, tegas serta ada sanksi
hukumnya bagi yang melanggar atau merampas hak asasi seseorang. Berkenaan dengan hak
asasi manusia, hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang belum
terselesaikan dengan baik dilihat dari penerapannya yang masih menimbulkan terjadinya
diskriminasi serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, peneliti
melakukan penelaahan dan peninjauan literatur untuk melihat bagaimana penerapan terkait
HAM dalam bidang budaya dikehidupan serta upaya mengatasinya. Peneliti melakukan
penelaahan dan peninjauan pada 21 artikel dari tahun 2010 sampai 2019 dan selanjutnya
meninjau terkait bagaimana pelaksanaan HAM dalam bidang budaya dan bagaimana
mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelaahan dan tinjauan menunjukkan bahwa
pelanggaran terhadap HAM dalam bidang budaya perlu untuk diatasi dan mendapatkan
perhatian serius dari setiap aspek baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah melalui
peningkatan, penegakan dan penegasan aturan hukum atau perundang undangan,
melalui jalur pendidikan, menata, memperbaiki dan meninggalkan budaya yang kurang
bahkan tidak bagus dan menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam masyarakat.

Kata-kata kunci: Hak asasi manusia, budaya.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu sebagai
makhluk ciptaan Tuhan sejak dalam kandungan (Hidayat, 2016; Lestari, 2019; Retno
Kusniati, 2011; Santoso, 2016; Subawa, 2008). Hak asasi manusia berlaku secara universal
dan bersifat tegas tanpa memandang status atau pun hal lainnya yang menyebabkan
diskriminasi(Bulan & Seprina, 2013; Kania, 2015; sakina & A, 2017; Santoso, 2016). Hak
asasi manusia yang diterapkan selama ini ialah hak asasi manusia yang kurang bahkan tidak
adil dikarenakan berbagai faktor termasuk budaya sehingga menciptakan diskriminasi pada
seseorang atau pun sekelompok orang (Bulan & Seprina, 2013; Hidayat, 2016; Husin &
Ibrahim, 2016; Kania, 2015; Lestari, 2019; Lian, 2014; Said, 2018). Hak asasi manusia yang
seharusnya diterapkanialah hak asasi manusia yang berlaku universal, tegas dan tanpa
memihak, sehingga tidak terjadinya diskriminasi terhadap orang atau sekelompok orang
dikarenakan berbagai faktor termasuk faktor budaya. Oleh karena itu, terkait pemberlakuan
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hak asasi manusia perlu adanya peran dan langkah tegas dari pemerintah yang kemudian
kerjasama antar pemerintah, keluarga dan juga masyarakat serta pemberlakuan hukum yang
lebih dipertegas (Hidayat, 2016; Lian, 2014; Retno Kusniati, 2011; Said, 2018; Subawa,
2008).

Hak asasi manusia hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahanyang belum
terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelanggaran hak asasi manusia
serta perlakuan diskriminasi yang masih kerap terjadi. Hingga saat ini solusi yang biasa
ditempuh masih sama seperti yang dicanangkan dari dulu yakni dibutuhkan peran, tindak
tegas dari pemerintah serta kerjasama yang baik antar pemerintah dan seluruh lapisan
masyarakat (Hidayat, 2016; Retno Kusniati, 2011; Said, 2018). Selain itu upayah
meninggalkan kebudayaan yang dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi serta terjadinya
pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta meningkatkan wawasan dan kesadaran terkait
hak asasi manusia juga perlu untuk dilakukan (Bulan & Seprina, 2013; Kania, 2015; Lian,
2014; Rejekiningsih, 2015; sakina & A, 2017). Sebagai negara hukum Indonesia memiliki
begitu banyak aturan hukum atau Undang-Undang yang menjamin serta mengatur tentang
hak asasi manusia (Hidayat, 2016; Kania, 2015). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia
dapat ditempuh dengan melakukan advokasi serta adanya revisi terkait undang-undang,
meningkatkan penegakan hukum dan juga peningkatan kesadaran hukum (lIsra et al., 2017;
Subawa, 2008). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pelanggaran
terhadap hak asasi manusia dapat diatasi dengan meningkatkan perandari pemerintah,
penegakan aturan hukum atau perundang undangan yang lebih dipertegas, melalui proses
advokasi serta menghilangkan budaya yang dapatmenimbulkan tindak diskriminasi.

Penerapan hak asasi manusia hingga saat ini masih menimbulkan terjadinya
diskriminasi serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, untuk mengisi gab
permasalahan dalam pelaksanaan terhadap hak asasi manusia, maka melalui artikel ilmiah
ini penulis mencoba memaparkan hasil telaah literatur terkait penerapandan penegakan hak
asasi manusia dalam bidang budaya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh individu karena kodratnya
sebagai manusia (Retno Kusniati, 2011). Hak asasi manusia ialah hak dasar yang dimiliki
individu sejak lahir, sejcara kodrat diberikan oleh Tuhan, tidak dapat dirampas atau dicabut
serta wajib mendapat perlindungan termasuk secara hukum (Hidayat, 2016). Hak asasi
manusia ialah hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan
tegas dan ada sanksi hukumnya (Subawa, 2008). Artinya bahwa hak asasi manusia yang
merupakan hak yang melekat pada diri individu sejak lahir dan merupakan hak kodrati ini
merupakan hak yang bersifat unversal, tegas serta ada sanksi hukumnya bagi yang
melanggar atau merampas hak asasi seseorang.

Adapun (Santoso, 2016) mengemukakan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang
melekat pada diri manusia sejak kelahirannya dan bukan merupakan pemberian dari
manusia atau negara serta wajib untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu hak asasi
manusia juga diartikan sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu tanpaterkecuali,
wajib mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi(Kania, 2015;
sakina & A, 2017). Hak asasi manusia ialah hak asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan serta diakui secara yuridis(Lestari, 2019). Dapat disimpulkan bahwa
hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak lahir, merupakan pemberian Tuhan,
diakui secara hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menimbukan
diskriminasi dan ketidak adilan.
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Budaya merupakan istilah deskriptif yang juga merupakan suatu persepsi bersama
yang dianut oleh sekelompok orang (Arianty, 2014). Adapun menurut Wulantika (2011)
budaya merupakan suatu sistem pengertian yang diterima bersama, dianut dengan kuat dan
kemudian menciptakan konsistensi perilaku. Budaya juga diartikan sebaga suatu cara
pandang, tindakan serta kebiasaan bersama dalam suatu kelompok masyarakat (Harming &
Katarina, 2019). Budaya merupakan suatu pandangan yang hidup dalam suatu masyarakat
dijunjung tinggi, sangat mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat namun pengaruh
globalisasi dapat melahirkan pergeseran budaya tersebut(Budi Setyaningrum, 2018). Dari
beberapa pandangan diatas dapat ditarik satu garis lurus bahwa budaya merupakan suatu
pandangan kuat yang diterima oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang
dituangkan dalam wujud perilaku atau tindakan yang menghasilkan konsistensi dan
menjadi kebiasaan namun dapat mengalami pergeseran sebagai akibat dari adanya
globalisasi.

Berkaitan dengan penerapan hak asasi dalam bidang budaya, hingga saat ini masih
banyak terjadi kasus atau permasalahan yang melangar hak asasi manusiatermasuk dalam
bidang budaya. Hal ini ditunjukan dengan berbagai tindakan seperti budaya korupsi yang
dapat menyebabkan timbulnya obstrusi keadilan serta memiliki kekuatan destruktif yang
signifikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Isra et al., 2017). Selain itu ada
pula budaya perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia yang
masih belum diimplementasikan dengan baik yang dibuktikan dengan masih banyak
terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak (Said, 2018). Hak kekayaan intelektual dalam
konteks budaya jugamasih menjadi persoalan sehingga banyak menuai kritik padahal secara
yuridis sudah ada payung hukumnya (Sri Imaniyati, 2010).

Ada pun budaya ketimpangan dalam pelaksanaan terkait hak asasi manusia yang
menyebabkan terciptanya iklim diskriminasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok
orang, dalam hal ini ialah diskriminasi yang dialami oleh kaum waria dalam memperoleh
dan upayah penegakan hak asasi manusia (Bulan & Seprina,2013). Hak asasi manusia yang
belum terimplementasi secara menyeluruh dan komprehensif sudah menjadi budaya buruk
berujung kriminal yang menimbulkan adanya kasus pelanggaran ham berat maupun ringan
(Hidayat, 2016). Adanya konvensi atau budaya patriarki dalam masyarakat kemudian
menimbulkan diskriminasi pada sosok perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan,
perlakuan tidak adil, kekerasan dan hal lainnya padahal secara yuridis sudah jelas adanya
persamaan hak baik perempuan maupun laki-laki (Kania, 2015; sakina & A, 2017; Sumar,
2015).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia yang yang
telah diatur dan dijamin dalam konvensi hak anak dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Said, 2018). Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tentang Persamaan Kedudukan
Dihadapan Hukum(Kania, 2015). Pasal 27 ayat 2 Tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia se-
dunia, Pasal 15 UU Hak Cipta, anamdemen ke-dua UUD 1945 Pasal 28 C ayat 1, Deklarasi
Umum PBB tentang HAM dalam Pasal 23 Ayat 1 yang pada dasarnya berisi tentang
bagaimana aturan hak asasi manusia dalam bidang budaya (Sri Imaniyati, 2010; Subawa,
2008). Munculnya berbagai kasus pelanggaran ham kemudian melahirkan Pasal 38 UU No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ayat 1, 2, 3 dan 4, kemudian diikuti dengan UU
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan tujuan menjawab
berbagai persoalan pelanggaran HAM (Hidayat, 2016; Subawa, 2008). Selain itu Pasal 28 C
Perubahan UUD 1945, Pasal 28 | Ayat 3 Perubahan UUD 1945, Pasal 32 Perubahan UUD
1945

ayat 1 dan 2(Subawa, 2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994
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tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasiterhadap
wanita, Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 48 Undang-Undang dikatakan Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan, Pasal 60 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Sumar, 2015).

Hal ini merupakan permasalahan yang serius dan perlu untuk diatasi antaralain
dengan meningkatkan sumber daya manusia atau meningkatkan kesadaran hukum dari
masyarakat (Rejekiningsih, 2015; Sumar, 2015). Selain itu memberikan kesempatan kerja
bagi setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dengan kualifikasi
tertentu melalui upayah pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan (Azlan
& Rashid, 2013; Yusof et al., 2014). Meningkatkan peran dan tanggung jawab dari pihak
keluarga dalam hal ini orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai upayah mengatasi dan
menanggulangi pelanggaran hukum terhadap anak (Said, 2018). Upaya penegakkan keadilan
dengan terus menyuarakan dengan melibatkan berbagai pihak baik itu keluarga, masyarakat
maupun pemerintah agar memperoleh keadilan dan memberantas budaya buruk (Santoso,
2016).

METODE PENELITAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode narative review. Narative review ialah salah
satu metode yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur. Pencarian literatur dilakukan
dengan mencari kata kunci yakni Hak Asasi Manusia, budaya, UU Hak Asasi Manusia dan
Penerapan HAM dalam bidang budaya yang tentunya disesuaikan dengan tema dan judul
artikel. Judul artikel ialah “Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Budaya”. Dalam hal ini,
penulis memilih artikel ilmiah yang terindeks skopus dan google scholar serta artikel
bertaraf nasional dan untuk tinjauan naratif, artikel yang diambil ialah artikel terbitannya
sejak 2010 sampai 2019 atau 9 tahun terakhir. Selanjutnya berdasarkan pencarian literatur,
pencarian dibatasi oleh bahasa inggris dan terdapat 25 jurnal namun yang dimasukan dalam
artikel hanya 21 jurnal. Setelah pencarian literatur artikel kemudian disaring mana yang
lebih berpotensi relevan dengan judul artikel. Proses penyaringan artikel dilihat dari judul,
abstrak dan juga membaca penjelasan-penjelasan dalam beberapa artikel lainnya mengingat
tidak semua artikel tampilan abstraknya bersifat luas, jelas serta padat makna dan
selanjutnya ialah melaksanakan proses analisis, sintesis kalimat dan menyusun artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis kalimat yang telah dilakukan terkait hakasasi manusia
dalam bidang budaya diketahui bahwa hingga saat ini masih sangat banyak individu secara
khusus dan masyarakat secara umum yang memelihara dan mengimplementasikan terkait
budaya buruk atau budaya kriminal yang tentunya melanggar hak asasi manusia walaupun
secara yuridis sudah ada payung hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan
atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mash banyak terjadi baik itu pada
anak-anak maupun orang dewasa laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan
adanya kasus diskriminasi pada perempuan, waria, anak-anak sebagai akibat adanya budaya
patriarki, budaya mengenyam pendidikan lebih penting untuk laki-laki dibanding
perempuan, budaya dalam bekerja dimana perempuan dipandang sebagai wanita yang
tugasnya hanya dirumah mengurus pekerjaan rumah dan tidak perlu tau dan terjun dalam
bidang pendidikan, harus tunduk pada pasangan sekalipun diperlakukan dengan tidak
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sepantasnya hanya karena menjunjung tinggi budaya, budaya korupsi, budaya perlindungan
hukum yang minim dari pemerintah serta adanya permasalahan dalam konteks hak kekayaan
intelektual dalam bidang budaya yang masih sering ditemukan. Hal ini pada dasarnya
disebabkan oleh wawasan atau sumber daya manusia yang minim, adanya budaya yang
buruk, merugikan, membahayakan dan berujung kriminal, minimnya peran dari pemerintah
terkait perlindungan hukum, kurangnya peran dari orang tua/keluarga dan masyarakat serta
adanya persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upayah guna
mengatasi dan menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya dengan
melalui pendidikan agar dapat meningkatkan wawasan dan mencerdaskan anak dan
masyarakat secara umum, peningkatan peran dari segala aspek baik keluarga, masyarakat
maupun pemerintah, penegakkan keadilan melalui perlindungan hukum yang bersifat
universal dan merata tanpa memandang dan pengecualian, mulai menata, memperbaiki dan
meninggalkan budaya yang kurang bahkan tidak bagus sehingga mengurangi terjadinya
diskriminasi serta menciptakan iklim persaiangan yang sehat dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil review artikel ilmiah dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia yang
merupakan hak yang melekat padadiri individu sejak lahir dan merupakan hak kodrati ini
merupakan hak yang bersifat universal, tegas serta ada sanksi hukumnya bagi yang
melanggar atau merampas hak asasi seseorang. Sedangkan budaya merupakan suatu
pandangan kuat yang diterima oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang
dituangkan dalam wujud perilaku atau tindakan yang menghasilkan konsistensi dan menjadi
kebiasaan namun dapat mengalami pergeseran sebagai akibat dari adanya globalisasi.
Penerapan hak asasi manusia hingga saat ini masih menimbulkan terjadinya diskriminasi
serta terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia walaupun secara yuridis sudah ada
payung hukumnya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diatasi dengan
meningkatkan peran dari pemerintah, penegakan aturan hukum atau perundang undangan
yang lebih dipertegas, melalui proses advokasi serta menghilangkan budaya yang dapat
menimbulkan tindak diskriminasi, melalui jalur pendidikan agar dapat meningkatkan
wawasan dan mencerdaskan anak dan masyarakat secara umum, peningkatan peran dari
segala aspek baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, penegagakan keadilan melalui
perlindungan hukum yang bersifat universal dan merata tanpa memandang dan
pengecualian, mulai menata, memperbaiki dan meninggalkan budaya yang kurang bahkan
tidak bagus sehingga mengurangi terjadinya diskriminasi serta menciptakan iklim persaingan
yang sehat dalam masyarakat.
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